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Tak Bersalah

Naura Atha Fadhila Salvia Berti Putri, nauraathafs@gmail.com (*)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Emmilia Rusdiana, emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
 Corresponding author
Abstract

General Background Criminal procedure must reconcile effective law enforcement with legality,
due process, privacy, and the presumption of innocence. Specific Background The new Criminal
Procedure Code recognizes wiretapping as a coercive measure and grants investigators authority to
use it in criminal investigation, while its detailed procedures remain delegated to a separate statute.
Knowledge Gap Existing discussions on coercive measures have largely centered on arrest,
detention, search, seizure, and pretrial oversight, whereas wiretapping under the new procedural
regime remains insufficiently examined, particularly in relation to the presumption of innocence and
the absence of comprehensive procedural safeguards. Aims This study analyzes the authority to
conduct wiretapping as a coercive measure and its legal implications for privacy rights, legality, due
process of law, and the presumption of innocence. Results The findings show that wiretapping is
relevant for uncovering modern crimes involving technological communication, but the lack of clear
rules on implementation, judicial authorization, supervision, subject limits, offense categories,
duration, and accountability creates legal uncertainty and opens space for abuse of authority.
Wiretapping at the preliminary stage may also place individuals who have not been named suspects
under state surveillance, thereby risking privacy violations and weakening the presumption of
innocence. Novelty The study positions wiretapping as a high-intrusion coercive measure that
requires strict subsidiarity, proportionality, and judicial control before use. Implications
Comprehensive regulation is needed to balance criminal law enforcement with human rights
protection and to secure the validity of electronic evidence in criminal justice.

Highlights

= Coercive interception supports the detection of technology-based crime.
e Procedural uncertainty opens room for misuse of investigative authority.
« Judicial control is needed to balance enforcement and human rights.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan hukum
sebagai dasar dan pembatas kekuasaan negara, termasuk dalam penegakan hukum pidana [2]. Pelaksanaan kewenangan
negara harus berlandaskan prinsip legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia [2]. Hal ini tercermin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jamunan kepastian hukum yang adil serta Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 tentang hak
untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusoa [3]. Oleh sebab itu, tindakan aparat penegak hukum
wajib dilakukan secara sah, proporsional, dan akuntabel [3].

Pembatasan terhadap kekuasaan negara dalam hukum pidana memiliki arti yang sangat penting mengingat karakter hukum
pidana yang bersifat represif. Penerapan hukum pidana secara inheren mengandung potensi pembatasan terhadap
kebebasan individu dan rasa aman seseorang. Oleh karena itu, prinsip due process of law menjadi elemen fundamental
dalam sistem hukum pidana modern untuk mengendalikan penggunaan kewenangan tersebut. Prinsip ini tercermin dalam
berbagai intrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya International Covenant on Civil and
Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 9 ayat (1) ICCPR menegaskan bahwa setiap orang
berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta terhindar dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang [4].
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembatasan hak dalam hukum pidana harus didasarkan pada aturan dan prosedur
yang sah.

Hukum acara pidana menjadi dasar penggunaan kewenangan negara dalam proses peradilan pidana sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 [5]. Selain sebagai sarana penegakan hukum, hukum acara
pidana juga berfungsi melindungi hak asasi manusia, sehingga kewenangan koersif aparat harus diatur secara jelas dan
proporsional [6].

Salah satu upaya paksa yang paling berpotensi mengintervensi hak asasi manusia ialah penyadapan [7]. Meski bersifat
nonfisik, Tindakan ini sangat intrusif karena menyentuh hak privasi dan kebebasan berkomunikasi yang dijamin konstitusi
[8]. Berbeda dengan upaya paksa lain yang dilakukan secara terbuka, penyadapan dilakukan secara rahasia sehingga rawan
disalahgunakan apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, penyadapan secara eksplisit dikategorikan sebagai
bagian dari upaya paksa, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam konstruksi hukum acara pidana Indonesia .
Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan memperoleh
informasi pribadi secara rahasia dalam rangka penegakan hukum melalui metode teknologi terhadap transmisi informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik . Selanjutnya, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa
penyidik berwenang melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Namun demikian, ketentuan tersebut juga
menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri . KUHAP baru telah
mengakui penyadapan sebagai upaya paksa yang sah, tetapi belum mengatur prosedurnya secara lengkap. Kondisi ini
menimbulkan ketidakpastian hukum terkait mekanisme, mekanisme, batas tindak pidana, jangka waktu, dan
pertanggungjawaban penyadapan, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Dalam KUHAP lama, upaya paksa hanya dilakukan pada tahap penyelidikan setelah adanya bukti permulaan yang cukup
[12]. Tahap penyelidikan masih diposisikan sebagai proses awal untuk menemukan peristiwa pidana tanpa pembatasan
langsung terhadap hak individu [13].Oleh karena itu, perlindungan hak pada tahap awal proses pidana dinilai lebih terjamin.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, KUHAP baru menunjukkan adanya kecenderungan integrasi antara kewenangan
penyelidikan dan penyidikan . Integrasi ini berdampak pada perluasan ruang diskresi aparat penegak hukum sejak tahap
awal proses pidana. Dalam konteks penyadapan, perluasan kewenangan tersebut menjadi problematis karena tindakan ini
dapat dilakukan sebelum adanya fokus pembuktian terhadap subjek hukum tertentu. Hal ini menimbulkan ketegangan
antara status individu yang belum ditetapkan sebagai tersangka dengan intensitas pembatasan hak yang dilakukan melalui
penyadapan. Ketegangan tersebut semakin kompleks apabila penyadapan dilakukan tanpa standar pembuktian yang
memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai upaya paksa yang bersifat intrusive, penyadapan harus menerapkan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas
secara ketata. Penyadapan hanya dapat dilakukan apabila tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk kepentingan
penegakan hukum serta harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan perlindungan hak individu.
Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai pengawasan yudisial serta pembatasan terhadap jenis tindak pidana,
kewenangan ini berpotensi disalahgunakan. Kondisi tersebut dapat mengarah pada pelanggaran asas praduga tak bersalah.
Individu yang belum ditetapkan sebagai tersangka berisiko diperlakukan sebagai objek tindakan koersif negara.

Ketegangan tersebut mencerminkan adanya pergeseran keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan
perlindungan hak asasi manusia dalam tahap awal proses pidana menurut KUHAP baru . Penyadapan tanpa safeguard dan
mekanisme pemulihan yang memadai berpotensi menempatkan individu sebagai objek pengawasan negara, meskipun belum
memiliki status hukum yang jelas. Kondisi ini dapat mengancam asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, diperlukan
pengaturan yang mampu meneyimbangkan kewenangan negara dan perlindungan hak individu.

Penelitian terdahulu mengenai upaya paksa dalam hukum acara pidana di Indonesia umumnya masih terfokus pada tindakan
seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu, kajian yang ada lebih banyak menyoroti
mekanisme pengawasan melalui praperadilan . Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penyadapan sebagai
bagian dari upaya paksa dalam rezim KUHAP baru masih relatif terbatas. Terlebih lagi, kajian yang mengaitkan penyadapan
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dengan asas praduga tak bersalah dan ketiadaan hukum acara yang mengaturnya belum banyak dilakukan. Oleh karena itu,
penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini
terletak pada analisis penyadapan sebagai upaya paksa dalam KUHAP baru yang dikaji dari perspektif asas praduga tak
bersalah, prinsip legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam kondisi belum adanya undang-undang
khusus yang mengatur prosedur penyadapan secara rinci. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti potensi pergeseran
keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu pada tahap awal proses pidana akibat perluasan
diskresi aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis
dalam pengembangan hukum acara pidana di Indonesia.

METODE

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis
data secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual [15]. Kajian dilakukan terhadap UUD 1945, KUHAP, dan KUHAP baru
terkait kewenangan penyadapan, serta prinsip praduga tak bersalah, due process of law, dan perlindungan hak asasi
manusia sebagai dasar teoritis.

Bahan hukum penelitian terdiri atas:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik
pembahasan.

3. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu
memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum .

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi,
serta mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian . Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan
secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang
berlaku, kemudian dikaitkan dengan isu yang diteliti. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara
sistematis mengenai kewenangan penyadapan dalam KUHAP baru serta implikasinya terhadap asas praduga tak bersalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Kewenangan Upaya Paksa Berupa Penyadapan Menurut KUHAP Baru

Perkembangan teknologi informasi dan semakin kompleksnya tindak pidana mendorong transofrmasi system peradilan
pidana modern. Aparat penegak hukum dituntut menggunakan metode investigasi yang lebih adaptif dengan memanfaatkan
teknologi komunikasi untuk memperoleh informasi. Dalam koteks tersebut, penyadapan berkembang menjadi salah satu
metode investigatif yang penting [13]. Penyadapan merujuk pada tindakan intersepsi komunikasi yang dilakukan secara
rahasia oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh informasi terkait dugaan tindak pidana. Intersepsi tersebut dapat
dilakukan terhadap berbagai bentuk transmisi informasi, baik melalui jaringan telekomunikasi maupun sistem komunikasi
elektronik lainnya.

Dalam perspektif doktrin hukum acara pidana, penyadapan dikualifikasikan sebagai bentuk tindakan koersif yang
dilaksanakan oleh negara melalui aparat penegak hukum. Tindakan koersif atau upaya paksa merupakan instrumen hukum
yang digunakan untuk membatasi hak individu guna kepentingan penyidikan dan pembuktian suatu tindak pidana . Secara
klasik, hukum acara pidana mengenal bentuk-bentuk upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan. Keempat tindakan tersebut memiliki karakteristik fisik serta dilakukan secara terbuka terhadap subjek hukum
yang dikenai tindakan. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru dari tindakan
koersif yang tidak selalu melibatkan intervensi fisik. Penyadapan menjadi representasi dari bentuk intervensi non-fisik yang
dilakukan terhadap komunikasi pribadi individu dalam rangka penegakan hukum pidana.

Karakteristik penyadapan sebagai tindakan intersepsi komunikasi menjadikannya sebagai salah satu bentuk upaya paksa
dengan tingkat intrusivitas yang tinggi terhadap kehidupan privat individu. Sifat kerahasiaan yang melekat pada tindakan
ini menyebabkan subjek yang menjadi objek penyadapan tidak memiliki pengetahuan mengenai adanya intersepsi terhadap
komunikasi pribadinya. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya
terkait hak privasi . Berbeda dengan penangkapan atau penahanan yang dilakukan secara terbuka, penyadapan berlangsung
secara rahasia sehingga individu tidak dapat mengetahui maupun mengontrol akses negara terhadap komunikasinya.
Kondisi ini membuat penyadapan rentan disalahgunakan sehingga memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat
[16].

Hak privasi merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas keamanan pribadi dan
kebebasan berkomunikasi yang dijamin dalam Pasal 28G dan Pasal 28F UUD 1945. Perlindungan serupa juga diatur dalam
Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rigths yang melarang campur tangan sewenang-wenang terhadap
kehidupan pribadi dan komunikasi seseorang [4]. Oleh karena itu, setiap tindakan intervensi negara harus memiliki dasar
hukum yang jelas dan dilaksanakan secara proporsional.

Di Indonesia, kewenangan penyadapan sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sectoral, seperti Undang-
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Undang KPK, Narkotika, dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme [17]. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan
ketidaksamaan prosedur penyadapan. Melalui KUHAP baru, penyadapan kemudian ditegaskan sebagai bagian dari upaya
paksa dalam penegakan hukum pidana.

Pasal 1 angka 36 KUHAP baru mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan memperoleh informasi pribadi melalui
intersepsi komunikasi yang dilakukan secara rahasia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi terhadap transmisi
informasi elektronik maupun dokumen elektronik . Definisi tersebut menegaskan adanya legitimasi hukum terhadap
penggunaan penyadapan sebagai instrumen investigatif. Dengan demikian, penyadapan memperoleh posisi yang lebih jelas
dalam struktur hukum acara pidana nasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyesuaikan hukum
dengan perkembangan teknologi.

Kewenangan penyadapan dalam KUHAP baru diatur dalam Pasal 136 yang memberikan atribusi kepada penyidik untuk
melakukan tindakan tersebut dalam rangka penyidikan tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan
merupakan bagian dari kewenangan investigatif yang sah dalam sistem peradilan pidana . Namun demikian, norma tersebut
juga menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan penyadapan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.
KUHAP baru telah mengakui penyadapan secara normatif, tetapi belum mengatur prosedurnya secara rinci sehingga
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum [20].

Pengaturan penyadapan menjadi penting karena kejahatan modern, seperti kejahatan siber, narkotika lintas negara, dan
kejahatan terorganisir, semakin memanfaatkan komunikasi elektronik [21]. Dalam kondisi tersebut, penyadapan menjadi
instrument efektif untuk kepentingan investigasi sekaligus alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana [20].

Namun, Pasal 136 KUHAP baru hanya menyebutkan bahwa tata cara penyadapan akan diatur dlaam udang-undang
tersendiri yang hingga kini belum terbentuk. Akibatnya, implementasi kewenangan tersebut masih menimbulkan
ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi dalam praktik [22].

Ketiadaan standar prosedural yang jelas berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Ketentuan
yang ada belum mengatur secara rinci mengenai syarat pelaksanaan, subjek yang dapat menjadi objek penyadapan, maupun
batas waktu pelaksanaan . Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyadapan juga belum dirumuskan secara
sistematis. Dalam banyak sistem hukum modern, tindakan penyadapan memerlukan izin dari lembaga peradilan sebagai
bentuk kontrol terhadap pembatasan hak asasi manusia. Ketidakhadiran mekanisme tersebut membuka ruang bagi
pelaksanaan penyadapan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan penyadapan yang lebih
komprehensif, terutama terkait Batasan jenis tindak pidana yang dapat dikenai Tindakan tersebut.

Dalam praktik internasional, penyadapan umumnya hanya diterapkan pada tindak pidana serius seperti terorisme, korupsi,
dan kejahatan terorganisir untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu [22].
Tanpa pembatasan yang jelas, penyadapan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian, pengaturan penyadapan dalam KUHAP baru menjadi bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan
teknologi dan kejahatan modern. Namun, pengaturannya yang masih umum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan
penyalahgunaan kewenangan, sehingga diperlukan aturan yang lebih tefas mengenai prosedur, pengawasan, dan
batasannya.

B. Akibat Hukum Kewenangan Upaya Paksa dalam Tahap Penyelidikan Menurut KUHAP Baru terhadap Penerapan Asas
Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern yang berfungsi sebagai
instrumen perlindungan hak individu dalam proses penegakan hukum . Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang yang
diduga melakukan tindak pidana harus tetap diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Keberadaan asas ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam
melakukan penegakan hukum pidana dan perlindungan terhadap hak asasi manusia . Sistem peradilan pidana tidak semata-
mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga memastikan bahwa setiap tahapan proses berjalan secara adil
dan menghormati martabat manusia.

Asas praduga tak bersalah menjadi pembatas agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip ini
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum yang adil [26] serta Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan
acara pengadilan berkekuatan hukum tetap [24].

Dalam hukum acara pidana Indonesia, asas praduga tak bersalah mengikat seluruh proses peradilan. Penjelasan umum
KUHAP menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili wajib diperlakukan
sebagai pihak yang belum bersalah. Prinsip ini menjadi bentuk perlindungan hak tersangka sekaligus pengendali
kewenangan negara agar tidak terhadi penyalahgunaan kekuasaan.

Pengakuan terhadap asas ini juga terdalam dalam Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights yang
telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 [27]. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib
bertindak hati-hati dan tidak mengangap seseorang bersalah seleum adanya pembuktian yang sah.

Asas ini juga berkaitan dengan stuktur bertahap dalam system peradilan pidana Indonesia, yang terdiri dari penyelidikan,
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penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dengan masing-masing tahap memiliki fungsi dan batas kewenangan tersendiri
[9]. Tahap penyelidikan berfungsi sebagai fase awal yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak pidana. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk menentukan apakah suatu
peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dengan demikian, tahap ini belum diarahkan pada pembuktian kesalahan
individu tertentu.

Karakteristik tahap penyelidikan menunjukkan bahwa fokus utama berada pada identifikasi peristiwa pidana, bukan pada
penentuan pelaku. Pada fase ini, individu yang terkait dengan suatu peristiwa belum memiliki status hukum sebagai
tersangka. Oleh karena itu, tingkat intervensi terhadap hak individu seharusnya berada pada tingkat yang minimal .
Berbeda dengan tahap penyidikan yang bertujuan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbedaan orientasi ini mencerminkan adanya
pemisahan yang tegas antara proses identifikasi peristiwa dan pembuktian kesalahan individu. Pemisahan tersebut
merupakan mekanisme penting dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana .

Konstruksi bertahap dalam hukum acara pidana menempatkan tindakan yang bersifat instrusif pada tahap penyidikan
setelah adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. Model ini dimaksudkan agar pembatasan hak
dilakukan secara bertahap dan proporsional, sehingga tercapai keseimbangan antara efektivitas penegakan huku, dan
perlindungan hak individu. Namun, KUHAP baru menunjukkan bergeseran dengan membuka ruang penggunaan metode
investigasi sejak tahap awal proses pidana.

KUHAP baru memperluas kewenangan aparat dengan mengakui penyadapan sebagai upaya paksa sejak tahap penyelidikan.
Karena bersifat rahasia dan instrusif, penyadapan berpotensi kertentangan dengan asas praduga tak bersalah serta
menjadikan individu objek pengawasan tanpa dasar pembuktian yang cukup.

Hal ini juga dapat melanggar prinsip due process of law apabila tidak dilakukan melalui prosedur yang jelas, proporsional,
dan diawasi secara ketat. Penerapan penyadapan pada tahap awal berpotensi mengaburkan batas antara identifikasi
peristiwa dan pembuktisan kesalahan, serta berisiko melanggar hak privasi individu [28]. Oleh karena itu, diperlukan
pengaturan yang lebih tegas untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Akibat hukum dari penerapan penyadapan pada tahap penyelidikan dapat dilihat dari potensi pelanggaran terhadap hak
privasi individu. Intersepsi komunikasi pribadi merupakan bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional, khususnya hak
atas kebebasan berkomunikasi dan perlindungan kehidupan pribadi. Ketiadaan batasan yang jelas mengenai syarat
pelaksanaan penyadapan membuka peluang terjadinya penggunaan yang berlebihan . Hal ini dapat mengarah pada praktik
penyadapan terhadap individu yang belum terbukti keterlibatannya dalam tindak pidana. Dengan demikian, peyadapan
dapat menjadi instrument yang berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila tidak diatur secara ketat, sehingga
diperlukan pembatasan yang tegas dalam penerapannya.

Selain itu, terdapat pergeseran posisi individu dalam system peradilan pidana. Asas praduga bersalah menempatkan
individu sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan kebebasan, namun penyadapan pada tahap awal berpotensi
menjadikannya objek pengawasan negara. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan
hak individu serta dapat mengurangi jaminan perlindungan hukum [30], sehingga diperlukan keseimbangan pengaturan
kewenangan.

Ketiadaan aturan procedural dan pengawasan yang efektif membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dalam
penyadapan. Dalam praktik hukum modern, penyadapan umunya memerlukan izin pengadilan agar pembatasan hak
dilakukan secara sah dan proporsional [31]. Oleh karen itu, diperlukan pengawasan yang kuat untuk mencegah tindakan
sewenang-wenang.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan kewenangan dalam KUHAP baru harus diimbangi dengan
pengaturan yang memadai. Ketiadaan standar pembuktian dan mekanisme pengawasan yang jelas dapat menimbulkan
ketidakseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Asas praduga tak bersalah
menuntut agar setiap individu diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya .

Setiap pembatasan hak individu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan proporsional untuk menjaga integritas system
peradilan pidana. Meski penting dalam pengungkapan kejahatan kompleks, penyadapan tetap harus sejalan dengan asas
praduga tak bersalah dan perlindungan HAM.

Secara ideal, penyadapan hanya diterapkan pada tindak pidana serius berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta izin
pengadilan sebagai bentuk pengawasan yudisial. Tanpa prosedur dan pengawasan yang jelas, penyadapan berisiko
melanggar HAM, melemahkan alat bukti, dan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan
regulasi dan mekanisme control yang efektif agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum.

KESIMPULAN

Dalam perspektif ideal, penyadapan hanya dapat digunakan pada tindak pidana serius seperti terorisme, korupsi, narkotika,
dan kejahatan terorganisir, serta harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dengan penerapan prinsip
subsidiaritas. Artinya, penyadapan merupakan upaya terakhir ketika metode investigasi lain tidak efektif.
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Selain itu, penyadapan harus berada di bawah mekanisme izin lembaga peradilan sebagai bentuk judicial control untuk
memastikan tindakan yang sah, proporsional, dan terukur, termasuk penilaian hakim terhadap urgensi, dasar bukti, objek,
dan jangka waktu pelaksanaan.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa pengaturan prosedural yang jelas dan pengawasan yang efektif,
penyadapan berpotensi melanggar hak asasi manusia serta asas praduga tak bersalah, sekaligus menimbulkan
ketidakabsahan alat bukti dalam proses peradilan pidana Dengan demikian, diperlukan regulasi yang komprehensif sebagai
prasyarat agar kewenangan penyadapan tetap berada dalam koridor negara hukum, due process of law, dan perlindungan
hak asasi manusia.
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